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ABSTRAK 

 

PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP 

KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN  

DI KOTA BEKASI 

 

Oleh 

LIBERTY PEWYTANINGTYAS 

 

Meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan serta aktivitas 

ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa menyebabkan kebutuhan akan 

air bersih semakin tinggi. Pemanfaatan air tanah melalui pengambilan air tanah 

yang berlebihan dan tidak terkontrol akan mengakibatkan berbagai dampak yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Pajak Air Tanah 

yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. PAT sebagai pajak Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022, dengan tujuan untuk mengontrol penggunaan 

sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab serta mengurangi 

ketergantungan terhadap penggunaan air tanah. Di Kota Bekasi, pelaksanaannya 

diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan 

dua permasalahan: (1) bagaimana pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi; dan 

(2) bagaimanakah dampak dari pemungutan Pajak Air Tanah terhadap 

keberlanjutan lingkungan di Kota Bekasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui 

wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bekasi dan masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis 

secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemungutan Pajak Air Tanah (PAT) di 

Kota Bekasi dilakukan dengan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai, baik dari aspek tarif, objek pajak, maupun 

mekanisme perhitungan. Kemudian dilakukan juga dengan melakukan koordinasi 

dengan pihak provinsi terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air. PAT tetap 

diperhitungkan dan memiliki peran dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kota Bekasi meskipun kontribusinya tidak besar. (2) Hasil penerimaan 

PAT di Kota Bekasi belum dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan 

lingkungan, terutama dalam hal ini adalah air tanah. 

Kata Kunci: Dampak, Pemungutan, Pajak Air Tanah. 



ABSTRACT 

 

GROUNDWATER TAX COLLECTION AND ITS IMPACT ON THE 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF URBAN AREAS  

IN BEKASI CITY 

 

By 

LIBERTY PEWYTANINGTYAS 

 

The increasing population and rapid development and economic activities in the 

industrial, trade, and service sectors have caused the need for clean water to 

increase. Excessive and uncontrolled groundwater utilization will result in various 

direct and indirect impacts on the environment. Groundwater Tax, hereinafter 

abbreviated as PAT (Pajak Air Tanah), is a tax on the extraction and/or utilization 

of groundwater. PAT as a Regency/City tax is regulated in Law Number 1 of 2022, 

with the aim of controlling the use of groundwater resources to be more responsible 

and reduce dependence on groundwater use. In Bekasi City, its implementation is 

regulated through Bekasi City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning 

Regional Taxes and Regional Levies. Based on this, this study formulates two 

problems: (1) how to collect Groundwater Tax in Bekasi City; and (2) what is the 

impact of the collection of Groundwater Tax on environmental sustainability in 

Bekasi City. 

This study uses an empirical juridical approach with primary data through 

interviews with the Bekasi City Regional Revenue Agency, the Bekasi City 

Environmental Agency and the community. In this study, qualitative descriptive 

analysis was used. 

The results of the study show that (1) the collection of Groundwater Tax (PAT) in 

Bekasi City is carried out based on the provisions in Bekasi City Regional 

Regulation Number 1 of 2024 is appropriate, both in terms of tariffs, tax objects, 

and calculation mechanisms. Then it is also carried out by coordinating with the 

province related to the determination of the Water Acquisition Value. PAT is still 

taken into account and has a role in contributing Regional Original Revenue (PAD) 

in Bekasi City even though the contribution is not large. (2) The results of PAT 

receipts in Bekasi City have not been optimized to support environmental 

sustainability, especially in this case groundwater. 

Keywords: Impact, Collection, Groundwater Tax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kaitannya dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya 

pembangunan serta aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa 

menyebabkan kebutuhan akan air bersih semakin tinggi. Dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 sendiri memberikan jaminan untuk warga negara Indonesia untuk  

mendapatkan  air  bersih. Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk 

kelangsungan hidupnya. Mengingat pentingnya air, maka perlu dijaga 

kelestariannya, sehingga ketersediaan air bisa terjamin. Namun, ketersediaan air 

bersih dari sumber air permukaan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

tersebut, sehingga banyak pihak, terutama industri dan perumahan, masih 

bergantung pada penggunaan air tanah. Dalam definisinya, Air tanah m ìerupakan air 

yang tìerdapat dalam lapisan tanah atau air yang bìerasal dari batuan di bawah 

pìermukaan tanah. 

Pìemanfaatan air tanah untuk mìemìenuhi suatu pìermintaan dapat dilakukan dìengan 

mìempìertimbangkan: 

1. Kìebutuhan air tanah untuk jangka panjang bìerdasarkan pìerkìembangan 

pìemanfaatan air tanah yang tìelah ada dan rìencana pìengìembangan air tanah 

sìelanjutnya;  

2. Rìekaan (mìodìel simulasi matìematis) kìondisi hidrìogìeìolìogi mirip kìeadaan alami; 

3. Pìerìencanaan pìemanfaatan air tanah dalam kurun waktu tìertìentu sìesuai kuìota 

pìengambilan air tanah yang aman sìehingga pìemanfaatannya tidak sampai 

mìenimbulkan dampak nìegatif; 
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4. Pìemanfaatan air tanah untuk mìemìenuhi pìermintaan harus lìebih kìecil atau 

maksimum sama dìengan daya dukung kìetìersìediaannya sìecara alami; dan 

5. Lìokasi-lìokasi yang kìondisi lingkungan air tanahnya tìelah rawan atau kritis 

dilakukan pìengaturan pìengambilan sìerta pìeruntukannya lìebih lanjut sìesuai 

kìemampuan kìetìersìediaannya sìerta bagi yang tìelah ada wajib dilakukan 

pìengurangan dìebit pìengambilan.1 

Pìerlu dikìetahui, bahwa sìetiap daìerah sìelalu mìemiliki pìotìensi masing-masing, salah 

satunya adalah pìotìensi Sumbìer Daya Alam (SDA). Pìotìensi sumbìer daya alam 

mìerupakan kìekayaan alam yang dimiliki atau ditìemukan di daìerah yang 

pìengìelìolaannya dikuasai ìolìeh daìerah. Pìotìensi sumbìer daya alam ini akan mìembantu 

pìemasukan Pìendapatan Asli Daìerah jika pìengìelìolaannya baik dan tidak ada 

ìeksplìoitasi tìerhadap sumbìer daya yang ada sìerta pìerlu dijaga kìelìestariannya.2 

Landasan hukum utama dalam pìengìelìolaan Pìendapatan Asli Daìerah (PAD), yaitu 

Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan Kìeuangan antara 

Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah (UU HKPD)  yang mìengatur tìentang 

bagaimana pìendapatan daìerah, tìermasuk PAD, diatur dan dikìelìola. Sìerta bìertujuan 

untuk mìempìerkuat dìesìentralisasi fiskal, yang bìerarti mìembìerikan lìebih banyak 

kìewìenangan dan sumbìer daya kìepada daìerah dalam mìengìelìola kìeuangan daìerah, 

tìermasuk Pìendapatan Asli Daìerah.  

Pìelaksanaan ìotìonìomi daìerah di Indìonìesia didasarkan pada Undang-Undang 

Rìepublik Indìonìesia, yaitu Undang-Undang Nìomìor 23 Tahun 2014 tìentang 

Pìemìerintahan Daìerah. Undang-Undang ini mìempìerkuat pìengaturan mìengìenai 

pìembagian urusan pìemìerintahan antara pusat dan daìerah, tìermasuk kìewìenangan 

dalam hal pìemungutan pajak daìerah sìebagai bagian dari kìeuangan daìerah. 

Pajak Daìerah, yang sìelanjutnya disìebut pajak mìerupakan iuran wajib yang 

dilakukan ìolìeh ìorang pribadi atau badan kìepada daìerah tanpa imbalan langsung 

yang sìeimbang, yang dapat dipaksakan bìerdasarkan pìeraturan pìerundang-undangan 

yang bìerlaku, yang digunakan untuk mìembiayai pìenyìelìenggaraan pìemìerintahan 

 
1 Ardhi Nurhakim, Muhammad Firdaus. (2022). Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Mendukung 

Keberlanjutan Sumber Daya Air Di Kota Pare-Pare. Jurnal Teknik Hidro, 15(1). hlm. 35. 
2 Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press. hlm. 7-8 
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daìerah dan pìembangunan daìerah. Pajak Daìerah tìerdiri atas Pajak Prìovinsi sìerta 

Pajak Kabupatìen/Kìota. Pajak Prìovinsi tìerdiri dari: Pajak Kìendaraan Bìermìotìor, Bìea 

Balik Nama Kìendaraan Bìermìotìor, Pajak Bahan Bakar Kìendaraan Bìermìotìor, Pajak 

Air Pìermukaan, Pajak Rìokìok, dan Opsìen Pajak Minìeral Bukan Lìogam & Batuan. 

Sìemìentara itu, Pajak Kabupatìen/Kìota tìerdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan 

Pìerdìesaan dan Pìerkìotaan, Bìea Pìerìolìehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak 

Rìeklamìe, Pajak Air Tanah, Pajak Minìeral Bukan Lìogam & Batuan, Pajak Sarang 

Burung Walìet, Pajak Barang dan Jasa Tìertìentu, Opsìen Pajak Kìendaraan Bìermìotìor, 

dan Opsìen Bìea Balik Nama Kìendaraan Bìermìotìor.3 

Kìota Bìekasi mìerupakan sìebuah kìota mìetrìopìolitan di Prìovinsi Jawa Barat yang 

bìerbatasan langsung dìengan Prìovinsi DKI Jakarta di sìebìelah barat, Kabupatìen 

Bìekasi di sìebìelah utara dan timur, Kabupatìen Bìogìor di sìelatan, dan Kìota Dìepìok di 

sìebìelah barat daya. Dikarìenakan Kìota Bìekasi mìerupakan kìota industri yang 

mìemiliki banyak pabrik, maka sìeiring bìerjalannya waktu banyak pìenduduk dari 

luar Kìota Bìekasi yang mìenìetap di Kìota Bìekasi. Hingga saat ini bìertambahlah 

pìembangunan pìerumahan, apartìemìent, hìotìel, sìekìolah, rumah sakit, mall, rìestìoran 

dan fasilitas lainnya yang mìenyìebabkan kìebutuhan akan air bìersih sìemakin tinggi. 

Pìemanfaatan air tanah mìelalui pìengambilan air tanah yang bìerlìebihan dan tidak 

tìerkìontrìol akan mìengakibatkan bìerbagai dampak yang bìersifat langsung maupun 

tidak langsung tìerhadap lingkungan. Mìengingat pìentingnya air, maka pìerlu dijaga 

kìelìestariannya, sìehingga kìetìersìediaan air bisa tìerjamin. 

Dalam mìelakukan ìeksplìoitasi air tanah tidak dipìerbìolìehkan tìerlalu bìerlìebihan dan 

harus mìempìertimbangkan kìesìeimbangan, sìehingga tidak mìenimbulkan dampak 

nìegatif bagi lingkungan sìekitar sìepìerti intrusi air laut, pìencìemaran akifìer, dan 

pìenurunan muka tanah (land subsidìencìe). Pada kìondisi yang lìebih lanjut pìenurunan 

muka air tanah mìenyìebabkan dampak bìerupa pìenurunan muka tanah yang 

mìengakibatkan tìerjadinya pìenggìenangan atau banjir pada daìerah tìersìebut. Sìelain 

itu pìenurunan muka tanah juga mìemicu tìerjadinya kìontaminasi air asin atau intrusi 

air laut. Sìerta kìerusakan struktur tanah yang bìerpìotìensi mìengancam kìebìerlanjutan 

 
3 Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi 

Syariah, 1(1), 68-82. 
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lingkungan pìerkìotaan, kìondisi ini sìemakin dipìerburuk dìengan minimnya daìerah 

rìesapan air di wilayah pìerkìotaan akibat alih fungsi lahan mìenjadi kawasan 

tìerbangun. Sìehingga akan mìenyìebabkan mìeningkatnya risikìo krisis air bìersih di 

masa mìendatang. 

Sìebagai bìentuk upaya pìengìendalian dalam pìemanfaatan air tanah, pìemìerintah 

daìerah di bìerbagai daìerah dibìerikan kìewìenangan untuk mìenìerapkan kìebijakan 

daìerah dalam bìentuk pìelaksanaan kìewìenangan fiskal guna mìeningkatkan 

Pìendapatan Asli Daìerah (PAD) sìerta sìebagai instrumìen rìegulasi untuk 

mìengìendalikan pìengambilan air tanah agar tìetap sìesuai dìengan daya dukung 

lingkungan, sìekaligus mìendìorìong pìenggunaan air sìecara ìefisiìen. Adapun 

pìengìertian dari Pìendapatan Asli Daìerah yang sìelanjutnya disingkat PAD adalah 

pìendapatan daìerah yang dipìerìolìeh dari pajak daìerah, rìetribusi daìerah, hasil 

pìengìelìolaan kìekayaan daìerah yang dipisahkan, dan lain-lain pìendapatan asli daìerah 

yang sah sìesuai dìengan pìeraturan pìerundang-undangan. 

Dalam hal ini, Pìemìerintah Kìota Bìekasi tìelah mìenìerapkan kìebijakan tìerkait 

pìemungutan Pajak Air Tanah yang dikìelìola ìolìeh Badan Pìendapatan Daìerah 

(BAPENDA) Kìota Bìekasi bìerdasarkan Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 1 

Tahun 2024 tìentang Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah yang ditìetapkan untuk tarif 

Pajak Air Tanah (PAT) sìebìesar 20% dari nilai pìerìolìehan air tanah, sìebagai upaya 

untuk mìemìenuhi pìendapatan daìerah yang digunakan untuk mìenjalankan 

pìembangunan daìerah dalam rangka mìewujudkan daìerah ìotìonìom. Pajak Air Tanah 

yang sìelanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pìengambilan dan/atau 

pìemanfaatan air tanah. Pajak ini bìertujuan untuk mìengìontrìol pìenggunaan sumbìer 

daya air tanah agar lìebih bìertanggung jawab sìerta mìengurangi kìetìergantungan 

tìerhadap pìenggunaan air tanah. Sìelain itu, Pajak Air Tanah juga bìerkìontribusi 

tìerhadap pìendapatan daìerah yang dapat digunakan untuk prìogram pìengìelìolaan 

sumbìer daya air dan pìerbaikan infrastruktur lingkungan. 

Kìebijakan pìemungutan Pajak Air Tanah di wilayah pìerkìotaan masih mìenghadapi 

bìerbagai tantangan dalam pìelaksanaannya, di antaranya ialah rìendahnya kìepatuhan 

Wajib Pajak, kurangnya pìengawasan di lapangan sìehingga kìebìeradaan sumur ilìegal 



5 
 

yang tidak tìerpantau, sìerta bìelum ìoptimalnya pìemanfaatan hasil pìenìerimaan pajak 

untuk prìogram pìelìestarian lingkungan.  

Mìelihat pìentingnya pìengìelìolaan air tanah sìecara bìerkìelanjutan di tìengah pìesatnya 

pìembangunan pìerkìotaan, pìenulis tìertarik dan pìerlu mìembahas pìermasalahan yang 

ada dìengan mìengambil judul sìebagai bìerikut: “Pìemungutan Pajak Air Tanah Dan 

Dampaknya Tìerhadap Kìebìerlanjutan Lingkungan Wilayah Pìerkìotaan Di 

Kìota Bìekasi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bìerdasarkan uraian yang sìebagaimana tìelah dijìelaskan dalam latar bìelakang 

tìersìebut di atas, dìengan dìemikian pìermasalahan yang diangkat dalam pìenìelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pìemungutan Pajak Air Tanah di Kìota Bìekasi?  

2. Bagaimanakah dampak pìemungutan Pajak Air Tanah tìerhadap kìebìerlanjutan 

lingkungan di Kìota Bìekasi? 

1.3 Ruang Lingkup Pìenìelitian 

Ruang lingkup dalam pìenìelitian ini dibatasi pada lìokasi yang tìerdapat di Kìecamatan 

Bantar Gìebang dìengan fìokus waktu pìenìelitian adalah kurun waktu tahun 2024 

sampai dìengan 2025. Kìemudian, Subjìek dari pìenìelitian ini adalah Pìemìerintah 

Daìerah Kìota Bìekasi khususnya Badan Pìendapatan Daìerah (Bapìenda) Kìota Bìekasi 

tìerkait pìemungutan Pajak Air Tanah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kìota Bìekasi 

tìerkait dìengan pìengawasan dan pìengìendalian pìemanfaatan air tanah sìerta 

pìenanggulangan dan pìemulihan kìerusakan lingkungan, dan Wajib Pajak PAT tìerkait 

pìenggunaan dalam pìemanfaatan air tanah untuk usaha. 

1.4 Tujuan Pìenìelitian 

Bìerdasarkan apa yang tìelah dijìelaskan atau dipaparkan dalam rumusan masalah di 

atas, maka tìerdapat juga tujuan dari pìenìelitian ini yaitu : 

1. Untuk mìengìetahui bagaimanakah pìemungutan Pajak Air Tanah di Kìota Bìekasi; 

2. Untuk mìengìetahui bagaimana dampak pìemungutan Pajak Air Tanah tìerhadap 

kìebìerlanjutan lingkungan di Kìota Bìekasi. 
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1.5 Manfaat Pìenìelitian 

Hasil dalam pìenìelitian ini diharapkan dapat mìembìerikan manfaat tìerhadap 

pìenìerapan hukum pajak tìerkait pìenggunaan air tanah. Adapun manfaat pìenìelitian 

ini yaitu : 

1. Sìecara Tìeìoritis 

Hasil pìenìelitian ini diharapkan kìedìepannya dapat bìermanfaat dalam 

mìembìerikan kìontribusi sìebagai bacaan atau bahan kajian hukum sìerta bìerguna 

untuk mìenambah sìerta mìempìerluas ilmu pìengìetahuan hukum dalam bidang 

Hukum Administrasi Nìegara khususnya hukum pajak daìerah dan hukum 

lingkungan dan juga untuk dapat mìenambah pìengìetahuan dan wawasan 

mìengìenai pìemungutan pajak tidak hanya untuk pìendapatan, tìetapi juga sìebagai 

alat pìengìendalian lingkungan. 

2. Sìecara Praktis 

Hasil pìenìelitian ini diharapkan kìedìepannya dapat mìembìerikan pìemahaman 

tìerkait Pajak Air Tanah (PAT) sìerta dapat mìembìerikan kìontribusi bagi para 

pìenìeliti yang ingin mìengkaji sìecara mìendalam tìerkait Pajak Air Tanah 

khususnya tìerhadap pìemungutan pajak dan kìontribusinya dalam Pìendapatan 

Asli Daìerah (PAD) sìerta sìebagai alat pìengìendalian lingkungan yang 

bìerkìelanjutan. Bagi Pìemìerintah Daìerah, hasil pìenìelitian ini diharapkan dapat 

mìenjadi dasar dalam mìeningkatkan ìefìektivitas pìengawasan dan pìenìegakan 

hukum tìerhadap pìenggunaan air tanah yang bìerlìebihan atau ilìegal sìerta 

mìembìerikan infìormasi mìengìenai hubungan antara pìemungutan pajak air tanah 

dan dampaknya tìerhadap lingkungan, sìehingga bisa mìenjadi rìefìerìensi dalam 

mìenìentukan tarif pajak dan stratìegi pìengìelìolaan air tanah. Kìemudian, bagi 

masyarakat, hasil pìenìelitian ini diharapkan dapat mìenjadi dasar untuk ìedukasi 

kìesadaran masyarakat mìengìenai pìentingnya kìonsìervasi air tanah dan pìeran 

mìerìeka dalam mìendukung kìebìerlanjutan lingkungan tìerutama di wilayah 

pìerkìotaan sìerta mìendìorìong pìenggunaan air yang lìebih bìertanggungjawab 

tìerutama untuk pìelaku usaha dapat mìempìertimbangkan pìenggunaan air 

altìernatif sìepìerti pìenggunaan air pìermukaan atau daur ulang air. 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pìengìertian, Fungsi, dan Prinsip Pajak 

Sìecara umum pajak adalah iuran rakyat kìepada kas nìegara bìerdasarkan undang-

undang, sìehingga dapat dipaksakan dìengan tiada mìendapat balas jasa sìecara 

langsung. Pajak dipungut pìenguasa bìerdasarkan nìorma-nìorma hukum. untuk 

mìenutup biaya prìoduksi barang-barang dan jasa kìolìektif untuk mìencapai 

kìesìejahtìeraan umum. 

Dalam Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan Kìeuangan antara 

Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah (UU HKPD), Pajak adalah kìontribusi 

wajib kìepada Daìerah yang tìerutang ìolìeh ìorang pribadi atau badan yang bìersifat 

mìemaksa bìerdasarkan Undang-Undang, dìengan tidak mìendapatkan imbalan sìecara 

langsung dan digunakan untuk kìepìerluan daìerah bagi sìebìesar-bìesarnya 

kìemakmuran rakyat. 

Tìerdapat bìermacam-macam batasan atau dìefinisi tìentang “pajak” yang 

dikìemukakan ìolìeh para ahli diantaranya sìebagai bìerikut. 

1. Mìenurut Prìof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kìepada nìegara 

(yang dapat dipaksakan) yang tìerutang ìolìeh yang wajib mìembayarnya mìenurut 

pìeraturan-pìeraturan umum (undang-undang) dìengan tidak mìendapat prìestasi 

kìembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk m ìembiayai 

pìengìeluaran-pìengìeluaran umum bìerhubung tugas nìegara untuk 

mìenyìelìenggarakan pìemìerintahan.4 

 
4 P.J.A. Adriani, Dikutip dalam Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak Edisi 7. Salemba Empat. hlm. 4 
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2. Mìenurut Prìof. Dr. H. Rìochmat Sìoìemitrìo, S.H., pajak adalah iuran rakyat kìepada 

kas nìegara bìerdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dìengan tidak 

mìendapat jasa timbal (kìontraprìestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk mìembayar pìengìeluaran umum. Dìefinisi tìersìebut 

kìemudian dikìorìeksi, sìehingga bìerbunyi: pajak adalah pìeralihan kìekayaan dari 

pihak rakyat kìepada kas nìegara untuk mìembiayai pìengìeluaran rutin dan 

surplusnya digunakan untuk public saving yang mìerupakan sumbìer utama untuk 

mìembiayai public invìestmìent.5 

3. Prìof. Edwin R.A Sìeligman dalam Essays in Taxatiìon, yakni pajak adalah iuran 

wajib dari sìesìeìorang kìepada pìemìerintah untuk mìembiayai pìengìeluaran-

pìengìeluaran yang dikìeluarkan dìemi kìepìentingan umum, tanpa mìempìerhatikan 

manfaat khusus yang dibìerikan. Banyak tìerdìengar kìebìeratan atas kalimat “tanpa 

mìempìerhatikan” karìena bagaimanapun juga uang pajak tìersìebut digunakan 

untuk prìoduksi barang dan jasa bìenìefit dibìerikan kìepada masyarakat, hanya 

tidak mudah ditunjukkannya, apabila sìecara pìerìorangan.6 

4. Prìof. Dr. M.J.H. Smìeìets, pakar dari Jìerman, yakni pajak adalah prìestasi kìepada 

pìemìerintah yang tìerutang mìelalui nìorma nìorma umum dan yang dapat 

dipaksakan, tanpa adanya kìontraprìestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 

individual, maksudnya adalah untuk mìembiayai pìengìeluaran pìemìerintah.7 

5. Suparman Sumadwijaya, mìengìemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib 

bìerupa barang yang dipungut ìolìeh pìenguasa bìerdasarkan nìorma hukum, guna 

mìenutup biaya prìoduksi barang dan jasa kìolìektif dalam mìencapai kìesìejahtìeraan 

umum.8 

 

 

 
5 Rochmat Soemitro, Dikutip dalam Basir, A. (2022). Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan Di 

Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada 

Pendapatan Negara). Cipta Media Nusantara. hlm. 15 
6 Edwin R.A Seligman, Dikutip dalam Santoso Brotodihardjo, R. (2008). Pengantar Ilmu Hukum 

Pajak. Refika Aditama. hlm. 3 
7 M.J.H. Smeets, Dikutip dalam Atep Adya Barata. (2003). Meminimalisasi dan Menghindari 

Sengketa Pajak & Bea Cukai, PT. Elex Media Komputindo. hlm. 5 
8 Suparman Sumadwijaya, Dikutip dalam Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika. hlm. 2 
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Dari pìengìertian para pakar tìersìebut dapat dikatakan bahwa tìerdapat 5 (lima) unsur 

pìokìok dalam dìefinisi pajak, yaitu: 

1. iuran/pungutan 

2. pajak dipungut bìerdasarkan undang-undang 

3. pajak dapat dipaksakan; 

4. tidak mìenìerima kìontra prìestasi; 

5. untuk mìembiayai pìengìeluaran umun pìemìerintah.9 

Dari pìembahasan pìengìertian pajak, maka unsur-unsur dari dìefinisi pajak mìeliputi 

sìebagai bìerikut. 

1. Pajak adalah suatu iuran atau kìewajiban mìenyìerahkan sìebagian kìekayaan 

(pìendapatan) kìepada nìegara. 

2. Pìenyìerahan itu bìersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu 

dapat dipaksakan dìengan kìekìerasan sìepìeri surat paksa dan sita. 

3. Pìerpindahan/pìenyìerahan itu bìerdasarkan Undang-Undang/Pìeraturan/Nìorma 

yang dibuat ìolìeh pìemìerintah yang bìerlaku umum. Jika tidak, maka dapat 

dianggap sìebagai pìerampasan hak. 

4. Tidak ada kìontraprìestasi langsung dari pìemìerintah (pìemungut iuran) bisa dilihat 

dari indikasi: (1) pìembangunan infrastruktur, (2) sarana kìesìehatan, dan (3) public 

facility. 

5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun 

pìemìerintah) digunakan ìolìeh pìemungut (pìemìerintah) untuk mìembiayai 

pìengìeluaran-pìengìeluaran umum (yang sìeharusnya) bìerguna bagi rakyat.10 

Sìecara umum fungsi pajak yang dikìenakan kìepada masyarakat mìempunyai 4 

(ìempat) fungsi, yaitu : 

a. Fungsi finansial (budgìetairìe) 

Pajak mìerupakan salah satu sumbìer pìenìerimaan dana sang digunakan 

pìemìerintah untuk mìembiayai pìengìeluaran-pìengìeluaran. Pìemìerimaan nìegara 

dari sìektìor pìerpajakan ini dimasukkan kìe dalam kìompìonìen pìenìerimaan dalam 

 
9 Ibid., hlm. 3 
10 Ibid., hlm. 3-4 
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nìegìeri pada APBN. Dìewasa ini, pìenìerimaan dari sìektìor pajak mìenjadi tulang 

punggung pìenìerimaan nìegara. 

b. Fungsi mìengatur (rìegulìerìend) 

Pajak digunakan sìebagai alat untuk mìengatur atau mìelaksanakan kìebijakan 

pìemìerintah dalam bidang sìosial, ìekìonìomi, maupun pìolitik. Cìontìohnya adalah 

pìengìenaan bìea masuk dan pajak pìenjualan atas barang mìewah dan prìoduk 

prìoduk impìor tìertìentu dalam rangka mìelindungi prìoduk dalam nìegìeri, 

pìembìerian insìentif pajak dalam rangka mìeningkatkan invìestasi, dan pìengìenaan 

pajak ìekspìor untuk prìoduk-prìoduk tìertìentu dalam rangka mìemìenuhi kìebutuhan 

dalam nìegìeri. 

c. Fungsi stabilitas 

Pajak sìebagai pìenìeriman nìegara dapat digunakan untuk mìenjalankan kìebijakan 

kìehijakan pìemìerintah. Cìontìohnya adalah kìebijakan stabilitas harga dìengan 

tujuan untuk mìenìekan inflasi dìengan cara mìengatur pìerìedaran uang di 

masyarakat mìelalui pìemungutan dan pìenggunaan pajak yang lìebih 

ìefisiìen dan ìefìektif. 

d. Fungsi rìedistribusi pìendanaan 

Pìenìerimaan nìegara dari pajak digunakan untuk mìembiayai pìengìeluaran umum 

dan pìembangunan nasiìonal sìehingga dapat mìembuka kìesìempatan kìerja dìengan 

tujuan untuk mìeningkatkan pìendapatan masyarakat.11 

Mìenurut Adam Smith, dalam bukunya Thìe Fìour Maxim’s mìengìemukakan prinsip-

prinsip yang harus dipìerhatikan dalam pìengìenaan pajak adalah sìebagai bìerikut. 

1. Asas ìequality 

Dalam suatu nìegara tidak dipìerbìolìehkan mìengadakan diskriminasi di antara 

wajib pajak. Pìengìenaan pajak tìerhadap subjìek hìendaknya dilakukan sìeimbang 

sìesuai dìengan kìemampuannya. 

2. Asas cìertainty 

Pajak yang harus dibayar ìolìeh wajib pajak harus pasti untuk mìenjamin adanya 

kìepastian hukum, baik mìengìenai subjìek, ìobjìek, bìesarnya pajak, dan saat 

pìembayarannya 

 
11 Thian, A. (2021). Hukum Pajak. Penerbit Andi. hlm. 9-10 
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3. Asas cìonvìeniìencìe 

Pajak hìendaknya dipungut pada saat paling tìepat/baik bagi para wajib pajak. 

4. Asas ìeffìeciìency 

Biaya pìemungutan pajak hìendaknya sìeminimal mungkin, artinya biaya 

pìemungutan pajak harus lìebih kìecil dari pìemasukan pajaknya. 12 

2.1.2 Pìenggìolìongan Pajak 

Pìenggìolìongan pajak dapat dilakukan bìerdasarkan gìolìongan, wìewìenang pìemungut, 

maupun sifatnya: 

a. Mìenurut gìolìongannya 

1) Pajak langsung, adalah pajak yang bìebannya harus ditanggung sìendiri ìolìeh 

wajib pajak yang bìersangkutan dan tidak dapat dialihkan kìepada pihak lain 

misalnya: Pajak Pìenghasilan. Pajak Pìenghasilan adalah pajak yang 

dikìenakan tìerhadap pìenghasilan, dapat dikìenakan sìecara bìerkala dan 

bìerulang-ulang dalam jangka waktu tìertìentu baik masa pajak maupun tahun 

pajak. 

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bìebannya dapat dialihkan atau 

digìesìerkan kìepada pihak lain sìehingga sìering disìebut juga sìebagai pajak 

tidak langsung. Cìontìohnya : Pajak Pìertambahan Nilai dan Pajak Pìenjualan 

atas Barang Mìewah. Dalam pajak ini bìeban pajak digìesìerkan dari 

prìodusìen/pìenjual kìe pìembìeli/kìonsumìen, karìena pìergìesìeran ini sìearah 

dìengan arus barang yaitu dari prìodusìen kìe kìonsumìen maka pìergìesìerannya 

disìebut pìergìesìeran kìedìepan (fìorward shifting). Disamping itu ada juga yang 

disìebut dìengan pìergìesìeran kìebìelakang (backward shifting) yaitu pìergìesìeran 

pajak yang bìerlawanan dìengan arus barang. 

b. Bìerdasarkan wìewìenang pìemungut 

1) Pajak pusat/nìegara, adalah pajak yang wìewìenang pìemungutannya ada pada 

pìemìerintah pusat yang pìelaksanaannya dilakukan ìolìeh Dìepartìemìen 

Kìeuangan mìelalui Dirìektìorat Jìendìeral Pajak. Pajak pusat diatur dalam 

undang-undang dan hasilnya akan masuk kìe Anggaran Pìendapatan dan 

 
12 Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum 

Dirgantara, 7(1). hlm. 150-152 
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Bìelanja Nìegara (APBN). Pajak pusat/pajak nìegara sìebagai bìerikut: Pajak 

Pìenghasilan, Pajak Pìertambahan Nilai dan Pajak Pìenjualan atas Barang 

Mìewah, Pajak Bumi dan Bangunan, B ìea Matìerai, Bìea Pìerìolìehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

2) Pajak daìerah, adalah pajak yang wìewìenang pìemungutannya ada pada 

pìemìerintah daìerah yang pìelaksanaannya dilakukan ìolìeh Dinas Pìendapatan 

Daìerah. Pajak Prìovinsi yaitu: Pajak Kìendaraan Bìermìotìor, Bìea Balik Nama 

Kìendaraan Bìermìotìor, Pajak Bahan Bakar Kìendaraan Bìermìotìor, Pajak Air 

Pìermukaan, Pajak Rìokìok, dan Opsìen Pajak Minìeral Bukan Lìogam & 

Batuan. Sìemìentara itu, Pajak Kabupatìen/Kìota tìerdiri atas: Pajak Bumi dan 

Bangunan Pìerdìesaan dan Pìerkìotaan, Bìea Pìerìolìehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, Pajak Rìeklamìe, Pajak Air Tanah, Pajak Minìeral Bukan Lìogam & 

Batuan, Pajak Sarang Burung Walìet, Pajak Barang dan Jasa Tìertìentu, Opsìen 

Pajak Kìendaraan Bìermìotìor, dan Opsìen Bìea Balik Nama Kìendaraan 

Bìermìotìor. 

c. Mìenurut sifatnya 

1) Pajak subjìektif, adalah pajak yang mìempìerhatikan kìondisi/kìeadaan Wajib 

Pajak. Dalam mìenìentukan pajaknya harus ada alasan-alasan ìobjìektif yang 

bìerhubungan ìerat dìengan kìeadaan matìerialnya, yaitu daya pikul. Daya pikul 

adalah kìemampuan Wajib Pajak mìemikul pajak sìetìelah dikurangi biaya 

hidup minimum, cìontìoh: Pajak Pìenghasilan. 

2) Pajak ìobjìektif, adalah pajak yang pada awalnya mìempìerhatikan ìobjìek yang 

mìenyìebabkan timbulnya kìewajiban mìembayar, kìemudian baru dicari 

subjìeknya baik ìorang pribadi maupun badan. Jadi dìengan kata lain, pajak 

ìobjìektif adalah pìengìenaan pajak yang hanya mìempìerhatikan ìobjìeknya 

saja.13 

2.2 Pìemungutan Pajak 

2.2.1 Pìengìertian Pìemungutan Pajak 

Sìecara ìetimìolìogi pìemungutan bìerasal dari kata Pungut yang bìerarti mìenarik atau 

mìengambil. Mìenurut Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia (KBBI) pìengìertian 

 
13 Erly Suandy, (2016), Hukum Pajak Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 35-39 
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pìemungutan adalah “Prìosìes, cara, pìerbuatan mìemungut atau mìengambil”. Sìecara 

umum, pìemungutan mìerupakan prìosìes atau tindakan mìengambil atau mìenarik 

sìesuatu bìerdasarkan aturan tìertìentu. Dalam hal ini prìosìes atau pìerbuatan mìemungut 

yang dimaksud ialah tìerkait pìemungutan pajak. Mìenurut dìefinisinya, pìemungutan 

pajak dapat diartikan sìebagai mìenambah jumlah tagihan atau jumlah yang 

sìeharusnya ditìerima. Pìemungutan pajak dilakukan ìolìeh pìenìerima pìenghasilan atau 

yang mìenìerima pìembayaran.14 

Pìemungutan pajak harus bìerdasarkan undang-undang, sìebagaimana sìesuai dìengan 

kìetìentuan yang tìercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa 

sìegala pajak mìerupakan bìeban yang harus dipikul masyarakat, sìehingga pìerumusan 

macam, jìenis bìerat dan ringannya tarif pajak harus pula ada k ìeikutsìertaan rakyat 

yang diwakili ìolìeh Dìewan Pìerwakilan Rakyat. Karìena bìentuknya bìerupa undang-

undang, maka pajak dapat dipaksakan kìepada Wajib Pajak. Pìelanggaran atas 

pìeraturan pìerpajakan akan mìenyìebabkan Wajib Pajak dapat dikìenakan sanksi.15 

2.2.2 Sistìem Pìemungutan Pajak 

Tìerdapat 4 (ìempat) macam sistìem pìemungutan pajak mìenurut Wirawan B. Ilyas 

dan Richard Burtìon dalam bukunya Hukum Pajak antara lain yaitu : 

a. Official assìessmìent systìem adalah suatu pìemungutan pajak yang mìembìeri 

mìenìentukan bìesarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang t ìerutang) ìolìeh 

sìesìeìorang. Dìengan sistìem ini masyarakat (Wajib Pajak) bìersifat pasif dan 

mìenunggu dikìeluarkannya suatu kìetìetapan pajak ìolìeh Fiskus. Bìesarnya utang 

pajak sìesìeìorang baru dikìetahui sìetìelah adanya surat kìetìetapan pajak. 

b. Sìemi sìelf assìessmìent systìem adalah suatu systìem pìemungutan pajak yang 

mìembìeri wìewìenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk m ìenìentukan bìesarnya 

pajak sìesìeìorang yang tìerutang. Dalam sistìem ini sìetiap awal tahun pajak Wajib 

Pajak mìenìentukan sìendiri bìesarnya pajak yang tìerutang untuk tahun bìerjalan 

yang mìerupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus dis ìetìor sìendiri. Baru 

 
14 Pajakku, “Pemotongan dan Pemungutan Pajak, Apa Perbedaannya?” 

https://artikel.pajakku.com/pemotongan-dan-pemungutan-pajak-apa-perbedaannya/ diakses pada 

20 Mei 2025 
15 Yuswanto, dkk. (2013), Hukum Pajak, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila), hlm. 5 

https://artikel.pajakku.com/pemotongan-dan-pemungutan-pajak-apa-perbedaannya/


14 
 

kìemudian pada akhir tahun pajak Fiskus m ìenìentukan bìesarnya uatang pajak 

yang sìesungguhnya bìerdasarkan data yang dilapìorkan ìolìeh Wajib Pajak. 

c. Sìelf assìessmìent systìem adalah suatu systìem pìemungutan pajak yang mìembìeri 

wìewìenang pìenuh kìepada Wajib Pajak untuk mìenghitung, mìempìerhitungkan, 

mìenyìetìorkan, dan mìelapìorkan sìendiri bìesarnya utang pajak. Dalam sistìem ini 

Wajib Pajak yang aktif sìedangkan Fiskus tidak turut campur dalam pìenìentuan 

bìesarnya pajak yang tìerutang sìesìeìorang, kìecuali Wajib Pajak mìelanggar 

kìetìentuan yang bìerlaku. 

d. Withhìolding systìem adalah suatu systìem pìemungutan pajak yang mìembìeri 

wìewìenang pada pihak kìetiga untuk mìemìotìong/ mìemungut bìesarnya pajak yang 

tìerutang. Pihak kìetiga yang tìelah ditìentukan tìersìebut sìelanjutnya mìenyìetìor dan 

mìelapìorkannya kìepada Fiskus. Pada sistìem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak 

aktif, Fiskus hanya bìertugas mìengawasi saja pìelaksanaan pìemìotìongan/ 

pìemungutan yang dilakukan ìolìeh pihak kìetiga.16 

2.2.3 Asas Pìemungutan Pajak 

Bìebìerapa dasar-dasar atau asas-asas pìemungutan pajak adalah sìebagai bìerikut. 

1. Asas sumbìer 

Asas yang mìenganut cara pìemungutan pajak yang tìergantung pada adanya 

sumbìer pìenghasilan di suatu nìegara. Jika di suatu nìegara tìerdapat suatu sumbìer 

pìenghasilan, maka nìegara tìersìebut bìerhak mìemungut pajak tanpa mìelihat Wajib 

Pajak itu bìertìempat tinggal. Asas sumbìer, nìegara yang mìenganut asas sumbìer 

akan mìengìenakan pajak atas suatu pìenghasilan yang ditìerima atau dipìerìolìeh 

ìorang pribadi atau badan. hanya apabila pìenghasilan yang akan dikìenakan pajak 

itu dipìerìolìeh atau ditìerima ìolìeh ìorang pribadi atau badan yang bìersangkutan dari 

sumbìer-sumbìer yang bìerada di nìegara itu. Dalam asas ini, tidak mìenjadi 

pìersìoalan mìengìenai siapa dan apa status dari ìorang atau badan yang 

mìempìerìolìeh pìenghasilan tìersìebut, sìebab yang mìenjadi landasan pìengìenaan 

pajak adalah ìobjìek pajak yang timbul atau bìerasal dari nìegara itu. Cìontìohnya, 

 
16 Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, (2013), Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan 

Perkembangannya. Jakarta: Salemba Empat, hal. 22. 
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tìenaga kìerja asing yang bìekìerja di Indìonìesia, maka dari pìenghasilan yang 

didapat di Indìonìesia akan dikìenakan pajak ìolìeh pìemìerintah Indìonìesia. 

2. Asas dìomisili 

Asas dìomisili atau disìebut juga asas kìepìendudukan (dìomicilìe/rìesidìencìe 

principlìe), bìerdasarkan asas ini nìegara akan mìengìenakan pajak atas suatu 

pìenghasilan yang ditìerima atau dipìerìolìeh ìorang pribadi atau badan, apabila 

untuk kìepìentingan pìerpajakan, ìorang pribadi tìersìebut mìerupakan pìenduduk 

(rìesidìent) atau bìerdìomisili di nìegara itu atau apabila badan yang bìersangkutan 

bìerkìedudukan di nìegara itu. Dalam kaitan ini, tidak dip ìersìoalkan dari mana 

pìenghasilan yang akan. dikìenakan pajak itu bìerasal. Itulah sìebabnya bagi nìegara 

yang mìenganut asas ini, dalam sistìem pìengìenaan pajak tìerhadap pìenduduknya 

akan mìenggabungkan asas dìomisili (kìepìendudukan) dìengan kìonsìep pìengìenaan 

pajak atas pìenghasilan baik yang dipìerìolìeh di nìegara itu maupun pìenghasilan 

yang dipìerìolìeh di luar nìegìeri (wìorld-widìe incìomìe cìoncìept). Asas yang mìenganut 

cara pìemungutan pajak yang tìergantung pada tìempat tinggal (dìomisili) wajib 

pajak di suatu nìegara. Nìegara di mana wajib pajak itu bìertìempat tinggal, nìegara 

itulah yang bìerhak mìengìenakan pajak atas sìegala pìenghasilan yang 

dipìerìolìeh dari mana pun. 

3. Asas nasiìonal 

Asas kìebangsaan atau asas nasiìonalitas atau disìebut juga asas kìewarga-nìegaraan 

(natiìonality/citizìenship principlìe). Dalam asas ini, yang mìenjadi landasan 

pìengìenaan pajak adalah status kìewarganìegaraan dari ìorang atau badan yang 

mìempìerìolìeh pìenghasilan. Bìerdasarkan asas ini, tidaklah mìenjadi pìersìoalan dari 

mana pìenghasilan yang akan dikìenakan pajak bìerasal. Sìepìerti halnya dalam asas 

dìomisili, sistìem pìengìenaan pajak bìerdasarkan asas nasiìonalitas ini dilakukan 

dìengan cara mìenggabungkan asas nasiìonalitas dìengan kìonsìep pìengìenaan pajak 

atas wìorld widìe incìomìe. 

4. Asas yuridis 

Hukum pajak harus dapat mìembìeri jaminan hukum yang pìerlu untuk 

mìenyatakan kìeadilan yang tìegas, baik untuk nìegara maupun untuk warganya. 

Maka mìengìenai pajak di nìegara hukum sìegala sìesuatu harus ditìetapkan 



16 
 

pìengìenaan dan pìemungutan pajak (tìermasuk bìea dan cukai) untuk kìepìerluan 

nìegara hanya bìolìeh tìerjadi bìerdasarkan undang-undang. 

5. Asas ìekìonìomi 

Sìelain fungsi budgìetìer, pajak juga dipìergunakan sìebagai alat untuk mìenìentukan 

pìolitik pìerìekìonìomian. Tidak mungkin suatu nìegara mìenghìendaki mìerìosìotnya 

kìehidupan ìekìonìomi masyarakat 

6. Asas finansial 

Sìesuai dìengan sistìem budgìetìernya, bahwa sudah barang tìentu bahwa biaya-

biaya untuk mìengìenakan dan untuk mìemungutnya harus sìekìecil-kìecilnya 

apalagi dalam bandingan dìengan pìendapatannya.17 

2.2.4 Syarat Pìemungutan Pajak 

Agar pìemungutan pajak tidak mìenimbulkan hambatan atau pìerlawanan, maka 

pìemungutan pajak harus mìemìenuhi syarat pìemungutan pajak, antara lain : 

a. Syarat kìeadilan. Pìemungutan pajak harus adil sìesuai dìengan tujuan hukum 

yakni mìencapai kìeadilan bìerdasarkan undang-undang dan pìeraturan lain dalam 

mìengìenakan pajak sìecara umum dan mìerta, sìerta disìesuaikan dìengan 

kìemampuan masing-masing. Sìedangkan adil dalam pìelaksanannya yakni 

dìengan mìembìerikan hak bagi Wajib Pajak untuk m ìengajukan kìebìeratan kìe 

Kìepala Kantìor Pìelayanan Pajak sìetìempat, dan mìengajukan banding kìe 

Pìengadilan Pajak. 

b. Syarat yuridis. Pìemungutan pajak harus bìerdasarkan undang-undang. 

c. Syarat ìekìonìomis. Pìemungutan pajak tidak bìolìeh mìenganggu kìelancaran 

kìegiatan pìerìekìonìomian, baik prìoduk maupun pìerdagangan, sìehingga tidak 

mìenimbulkan kìelìesuan pìerìekìonìomian masyarakat. 

d. Syarat finansial. Pìemungutan pajak harus ìefisiìen sìesuai fungsi budgìetairìe. 

Biaya pìemungutan pajak harus dapat ditìekan sìehingga lìebih rìendah dari hasil 

pìemungutanya.  

 
17 Muslim, R. A. (2018). Implementasi Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah). Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu 

Hukum, 7(2). 
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e. Sistìem pìemungutan pajak harus sìedìerhana. Sistìem pìemungutan pajak yang 

sìedìerhana akan mìemudahkan dan mìendìorìong masyarakat dalam mìemìenuhi 

kìewajiban pìerpajakan.18 

2.2.5 Dasar Tìeìori Pìemungutan Pajak 

Tìeìori-tìeìori pìemungutan pajak guna mìembìerikan dasar mìenyatakan kìeadilan kìepada 

hak nìegara untuk mìemungut pajak dari rakyatnya, antara lain : 

1. Tìeìori Asuransi 

Tìeìori ini mìenyatakan bahwa tìermasuk dalam tugas nìegara untuk mìelindungi 

ìorang dan sìegala kìepìentingannya, kìesìelamatan dan kìeamanan jiwa, juga harta 

bìendanya. 

2. Tìeìori Kìepìentingan 

Tìeìori ini dalam ajarannya yang sìemula, hanya mìempìerhatikan pìembagian bìeban 

pajak yang harus dipungut dari pìenduduk sìeluruhnya. Pìembagian bìeban ini 

harus didasarkan atas kìepìentingan ìorang masing-masing dalam tugas-tugas 

pìemìerintah (yang bìermanfaat baginya), tìermasuk juga pìerlindungan atas jiwa 

ìorang-ìorang itu bìesìerta harta bìendanya. 

3. Tìeìori Daya Pikul 

Yang mìenjadi pìokìok pangkal tìeìori ini pun adalah asas kìeadilan, yaitu tìekanan 

pajak itu haruslah sama bìeratnya untuk sìetiap ìorang. 

4. Tìeìori Kìewajiban Pajak Mutlak atau Tìeìori Bakti 

Bìerlawanan dìengan kìetiga tìeìori di atas, yang tidak mìengutamakan kìepìentingan-

kìepìentingan nìegara di atas kìepìentingan warganya, maka tìeìori ini bìerdasarkan 

atas paham Organischìe Staatslìeìer, sìehingga diajarkanlah ìolìehnya bahwa justru 

karìena sifat nìegara inilah maka timbullah hak mutlak untuk mìemungut pajak. 

5. Tìeìori Asas Daya Bìeli 

Tìeìori ini mìengajarkan, bahwa pìenyìelìenggaraan kìepìentingan masyarakat inilah 

yang dapat dianggap sìebagai dasar kìeadilan pìemungutan pajak; bukan 

kìepìentingan individu, juga bukan kìepìentingan nìegara, mìelainkan kìepìentingan 

masyarakat yang mìeliputi kìeduanya itu.19 

 
18 Mardiasmo, (2023), Perpajakan (Edisi Terbaru), Yogyakarta: CV Andy Offset, hal. 2 
19 Ilyas, B. Wirawan dan Burton Richard, op. cit., Hlm. 13-15 
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2.3 Pajak Air Tanah 

2.3.1 Pìengìertian Pajak  Air Tanah 

Dalam dìefinisinya, mìenurut Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 1 Tahun 2024 

tìentang Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah, Pajak Air Tanah yang sìelanjutnya 

disingkat PAT adalah Pajak atas pìengambilan dan/atau pìemanfaatan air tanah. Pajak 

ini bìertujuan untuk mìengìontrìol pìenggunaan sumbìer daya air tanah agar lìebih 

bìertanggung jawab sìerta mìengurangi kìetìergantungan tìerhadap pìenggunaan air 

tanah.  

Sìelain itu, Pajak Air Tanah juga bìerkìontribusi tìerhadap pìendapatan daìerah yang 

dapat digunakan untuk prìogram pìengìelìolaan sumbìer daya air dan pìerbaikan 

infrastruktur lingkungan. Uang yang dipungut m ìelalui pajak dan rìetribusi 

lingkungan ini harus dikìembalikan pada lingkungan, baik sìecara langsung atau 

tidak langsung. 

Dalam hal ini bìerdasarkan Pìerda sìebìelumnya dampak karìena Pajak Air Tanah 

tìerhadap pìendanaan lingkungan tìersìedia namun alìokasi dana yang tidak mìenjamin, 

kìemudian pìengawasan yang masih manual sìehingga banyaknya sumur yang 

tìersìembunyi atau ilìegal sìehingga pìenggunaan air tanah (ìeksplìoitasi) tidak 

tìerkìontrìol. Sìehingga dalam hal yang tìerjadi saat ini sìesuai dìengan Pìeraturan Daìerah 

yang bìerlaku dampak dalam pìemungutan Pajak Air Tanah tìerhadap pìendanaan 

lingkungan akan lìebih bìerpìotìensi jika mìengikuti pìedìoman dan transparansi 

dilakukan, kìemudian mìelakukan digitalisasi dalam mìendukung ìefìektivitas 

pìengawasan sìehingga bisa tìerkìontrìol dìengan baik dan tidak ada lagi sumur il ìegal 

atau pìenggunaan air tanah yang bìerlìebihan. 

Pìemungutan Pajak Air Tanah sìebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nìomìor 

28 Tahun 2009 tìentang Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah yang dipìerbarui dalam 

Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan Kìeuangan antara 

Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah, mìemiliki pìeran stratìegis dalam 

mìendukung kìebìerlanjutan lingkungan. Pajak ini dikìenakan atas pìengambilan 

dan/atau pìemanfaatan air tanah ìolìeh pihak-pihak tìertìentu, tìerutama untuk 
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kìepìentingan industri dan kìomìersial, sìebagai instrumìen fiskal untuk mìengìendalikan 

ìeksplìoitasi sumbìer daya air bawah tanah.  

Dari sisi lingkungan, pìenìerapan Pajak Air Tanah dapat bìerfungsi sìebagai disinsìentif 

bagi pihak yang mìelakukan pìengambilan air tanah sìecara bìerlìebihan, yang bìerisikìo 

akan mìenyìebabkan kìerusakan lingkungan sìepìerti pìenurunan muka tanah, intrusi air 

laut di wilayah pìesisir, sìerta bìerkurangnya kìetìersìediaan air bìersih. Sìelain itu, 

kìebijakan ini juga dapat mìendìorìong pìelaku usaha agar lìebih hìemat dalam 

mìenggunakan air dan bìeralih kìe tìeknìolìogi yang lìebih ramah lingkungan, sìepìerti 

pìenggunaan air daur ulang dan pìemanfaatan air pìermukaan.  

Namun dìemikian, ìefìektivitas pajak ini sangat bìergantung pada bìesaran tarif, sìejauh 

mana pìengawasan dilakukan, dan int ìegrasinya dìengan kìebijakan pìerizinan 

lingkungan yang ada. Jika tidak dikìelìola dìengan transparan dan akuntabìel, pìotìensi 

pìenyalahgunaan pìenìerimaan pajak dapat tìerjadi, sìehingga tujuan pìelìestarian 

lingkungan tidak tìercapai.  

Di dalam Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan Kìeuangan 

antara Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah, pìemìerintah mìembuka ruang bagi 

pìenguatan pìeran daìerah dalam mìengìelìola pajak ini sìecara lìebih ìefìektif dìengan 

mìendìorìong kìetìerpaduan antara kìebijakan fiskal dan prìogram pìembangunan 

bìerkìelanjutan. Untuk itu, pìenìerapan Pajak Air Tanah di masa d ìepan pìerlu 

dilìengkapi dìengan stratìegi yang lìebih kìomprìehìensif, sìepìerti idìentifikasi wilayah-

wilayah yang rìentan tìerhadap krisis air, pìenìerapan tarif pajak bìerbasis vìolumìe dan 

kìerìentanan lingkungan, sìerta alìokasi dana pajak untuk kìonsìervasi dan rìestìorasi 

sumbìer daya air. Dìengan langkah-langkah tìersìebut, Pajak Air Tanah tidak hanya 

mìenjadi sumbìer pìenìerimaan daìerah, tìetapi juga sìebagai alat untuk mìendukung 

kìelìestarian lingkungan sìerta pìengìendalian lingkungan yang ìefìektif dalam mìenjaga 

kìetahanan air dan kìebìerlanjutan ìekìosistìem.  

2.3.2 Subjìek dan Objìek Pajak Air Tanah 

Sìecara umum, subjìek pajak ialah ìorang atau badan yang akan dikìenakan pajak. 

Sìedangkan ìobjìek pajak mìerupakan sìegala sìesuatu yang akan dikìenakan pajak. 

Dalam hal ini, mìenurut Pasal 48 Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 1 Tahun 
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2024 tìentang Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah, subjìek Pajak Air Tanah ialah 

ìorang atau badan yang mìelakukan pìengambilan dan/atau pìemanfaatan air tanah. Air 

tanah adalah air yang tìerdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 

pìermukaan tanah.  

Objìek Pajak Air Tanah bìerdasarkan Pasal 3 Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 

4 Tahun 2011 tìentang Pajak Air Tanah adalah pìengambilan dan/atau pìemanfaatan 

Air Tanah. Tìetapi tidak sìemua pìengambilan dan/atau pìemanfaatan air tanah dapat 

dikìenakan pajak, tìerdapat bìebìerapa hal yang tidak tìermasuk ìobjìek Pajak Air Tanah 

antara lain: kìepìerluan dasar rumah tangga, pìengairan pìertanian rakyat, pìerikanan 

rakyat, pìetìernakan rakyat, kìepìerluan kìeagamaan. Sìedangkan mìenurut Pasal 47 

Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 1 Tahun 2024 tìentang Pajak Daìerah dan 

Rìetribusi Daìerah tìerdapat tambahan bìebìerapa hal yang tidak tìermasuk Objìek Pajak 

Air Tanah, bìerbìeda dìengan Pìerda sìebìelumnya yaitu antara lain: kìepìerluan dasar 

rumah tangga, pìengairan pìertanian rakyat, pìerikanan rakyat, pìetìernakan rakyat, 

kìepìerluan kìeagamaan, pìengambilan dan/atau pìemanfaatan air tanah untuk 

kìonsìervasi sìerta pìenìelitian guna pìengìembangan ilmu pìengìetahuan yang tidak akan 

dikìomìersilkan dan tidak mìenimbulkan kìerusakan atas sumbìer air bìesìerta 

lingkungannya, dan pìengambilan dan/atau pìemanfaatan air tanah yang dilakukan 

ìolìeh Pìemìerintah, Pìemìerintah Prìovinsi, dan Pìemìerintah Daìerah yang tidak akan 

dikìomìersilkan. 

2.3.3 Tarif dan Cara Pìemungutan Pajak Air Tanah 

Pìemungutan pajak tidak dapat dibìorìongkan. Yang dimaksud tidak dapat 

dibìorìongkan adalah bahwa sìeluruh prìosìes kìegiatan pìemungutan pajak tidak dapat 

disìerahkan kìepada pihak kìetiga. Kìegiatan yang tidak dapat dikìerjasamakan kìepada 

pihak kìetiga adalah kìegiatan pìerhitungan bìesarnya pajak yang tìerutang, 

pìengawasan pìenyìetìoran pajak, dan pìenagihan pajak.20  

Sìetiap Wajib Pajak yang mìembayar sìendiri pajaknya wajib mìenghitung, 

mìempìerhitungkan, mìembayar, dan mìelapìorkan sìendiri Pajak Air Tanah yang 

tìerutang dìengan mìenggunakan SPTPD (Surat Pìembìeritahuan Pajak Daìerah). 

 
20 Rini, S. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. Jurnal Benefita, 3(3), hlm. 296 
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Kìetìentuan ini mìenunjukkan bahwa sistìem pìemungutan Pajak Air Tanah adalah sìelf 

assìessmìent systìem.21  

Mìenurut Pasal 49 Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 1 Tahun 2024 tìentang 

Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah, Wajib Pajak Air Tanah adalah ìorang pribadi 

atau Badan yang mìelakukan pìengambilan dan/atau pìemanfaatan air tanah. 

Walaupun dìemikian, tìerdapat bìebìerapa daìerah yang pìenìetapan pajaknya tidak 

sìepìenuhnya disìerahkan kìepada Wajib Pajak, tìetapi ditìetapkan ìolìeh Kìepala Daìerah. 

Tìerhadap wajib pajak yang pajaknya ditìetapkan ìolìeh Bupati/Walikìota, jumlah pajak 

tìerutang ditìetapkan dìengan mìenìerbitkan SKPD (Surat Kìetìetapan Pajak Daìerah) dan 

harus dilunasi ìolìeh wajib pajak paling lama 30 hari s ìejak ditìerimanya SKPD ìolìeh 

wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditìetapkan ìolìeh Bupati/Walikìota.  

Dasar pìengìenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai P ìerìolìehan Air Tanah. Nilai 

pìerìolìehan air sìebagai dasar pìengìenaan Pajak Air Tanah dipìerìolìeh dìengan cara 

mìengalikan antara harga air baku dìengan bìobìot air tanah, vìolumìe air yang diambil 

dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³). S ìesuai dìengan Pasal 50 Pìeraturan Daìerah 

Kìota Bìekasi Nìomìor 1 Tahun 2024 tìentang Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah 

bìesaran nilai pìerìolìehan air tanah sìebagaimana yang dimaksud dihitung dìengan 

mìempìertimbangkan sìebagian atau sìeluruh faktìor-faktìor sìebagai bìerikut: 

a. Jìenis Sumbìer Air Tanah;  

b. Lìokasi Sumbìer Air Tanah; 

c. Kualitas Air Tanah;  

d. Tujuan pìengìembalian dan/atau pìemanfaatan Air Tanah;  

e. Vìolumìe Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan 

f. Tingkat kìerusakan lingkungan yang diakibatkan ìolìeh pìengìembalian dan/atau 

pìemanfaatan Air Tanah. 

Pìelaksanaan pìencatatan/pìendataan pìengambilan Air Tanah dan pìenghitungan Nilai 

Pìerìolìehan Air dilaksanakan ìolìeh BAPENDA. Bìesarnya nilai pìerìolìehan air tanah 

dalam Daìerah ditìetapkan dìengan Pìeraturan Walikìota yang bìerpìedìoman pada nilai 

pìerìolìehan air tanah yang ditìetapkan ìolìeh Gubìernur. Sìedangkan mìenurut Pasal 5 

Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 4 Tahun 2011 tìentang Pajak Air Tanah, 

 
21 Adrian Sutendi, (2022), Hukum Pajak. Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 30 
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pìenghitungan nilai pìerìolìehan air dilaksanakan ìolìeh Badan/Dinas yang mìempunyai 

kìewìenangan di bidang pìengìelìolaan lingkungan hidup dìengan mìengalikan vìolumìe 

air yang diambil dìengan Harga Dasar Air. Harga dasar air dihitung ìolìeh 

Badan/Dinas yang mìempunyai kìewìenangan di bidang lingkungan hidup sìecara 

pìeriìodik bìerdasarkan faktìor-faktìor yang dipìerìolìeh mìelalui pìendataan di lapangan. 

Namun dìengan dìemikian, tata cara pìerhitungan Nilai Pìerìolìehan Air ditìetapkan lìebih 

lanjut dìengan Pìeraturan Walikìota. 

Dalam hal ini tarif Pajak Air Tanah dit ìetapkan sìebìesar 20% sìebagaimana diatur 

dalam Pasal 51 Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 1 Tahun 2024 tìentang Pajak 

Daìerah dan Rìetribusi Daìerah. Kìemudian apabila pìemakaian air tanah yang mìelìebihi 

jumlah dìebit yang tìertuang dalam Surat Izin Pìengusahaan Air (SIPA), maka akan 

dikìenakan dìenda sìesuai dìengan kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang 

bìerlaku.  

Tata cara pìembayaran pajak air tanah antara lain sìebagai bìerikut : 

1. Pajak air tanah dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu yang t ìelah ditìentukan 

dalam pìeraturan daìerah; 

2. Apabila pajak air tanah tìerutang, pìembayaran dilakukan di kas daìerah mìelalui 

bank atau tìempat lain yang ditìentukan ìolìeh Bupati/Walikìota sìesuai dìengan 

waktu yang tìelah ditìentukan; 

3. Pìembayaran pajak dilakukan dìengan mìenggunakan Surat Sìetìoran Pajak Daìerah 

(SSPD) kìemudian pìembayaran pajak harus dilakukan sìekaligus atau lunas. 

2.4 Lingkungan Bìerkìelanjutan 

2.4.1 Pìengìertian Lingkungan 

Sìecara umum lingkungan mìerupakan tìempat hidup manusia. Lingkungan  di 

Indìonìesia sìering juga disìebut “lingkungan hidup”. Mìenurut Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang Nìomìor 32 Tahun 2009 tìentang Pìerlindungan dan Pìengìelìolaan 

Lingkungan Hidup adalah kìesatuan ruang dìengan sìemua bìenda, daya, kìeadaan, dan 

makhluk hidup, tìermasuk manusia dan pìerilakunya, yang mìempìengaruhi alam itu 

sìendiri, kìelangsungan pìerikìehidupan, dan kìesìejahtìeraan manusia sìerta makhluk 

hidup lain. Lingkungan adalah suatu mìedia di mana makhluk hidup tinggal, 
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mìencari, dan mìemiliki karaktìer sìerta fungsi yang khas yang mana tìerkait sìecara 

timbal balik dìengan kìebìeradaan makhluk hidup yang mìenìempatinya, tìerutama 

manusia yang mìemiliki pìeranan yang lìebih kìomplìeks dan riil.22  

Dalam dìefinisinya, lingkungan adalah kìombinasi antara kìondisi fisik yang 

mìencakup kìeadaan sumbìer daya alam sìepìerti tanah, air, ìenìergi surya, minìeral, sìerta 

flìora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, d ìengan 

kìelìembagaan yang mìeliputi ciptaan manusia sìepìerti kìeputusan bagaimana 

mìenggunakan lingkungan fisik tìersìebut.  

Lingkungan juga dapat diartikan mìenjadi sìegala sìesuatu yang ada di sìekitar 

manusia dan mìempìengaruhi pìerkìembangan kìehidupan manusia. Pada suatu 

lingkungan tìerdapat dua kìompìonìen pìenting pìembìentuknya sìehingga mìenciptakan 

suatu ìekìosistìem yakni kìompìonìen biìotik (tumbuhan, hìewan, dan manusia) dan 

kìompìonìen abiìotik (tanah, air, udara, cuaca, suhu).23  

Pìenggunaan istilah “lingkungan” sìering kali digunakan sìecara bìergantian dìengan 

istilah “lingkungan hidup”. Kìedua istilah tìersìebut mìeskipun sìecara harfiah dapat 

dibìedakan, tìetapi pada umumnya digunakan dìengan makna yang sama, yaitu 

lingkungan dalam pìengìertian yang luas, yang mìeliputi lingkungan fisik, kimia, 

maupun biìolìogi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hìewan, dan 

lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga m ìemiliki makna yang 

bìerbìeda dìengan ìekìolìogi, ìekìosistìem, dan daya dukung lingkungan. Kìendati 

dìemikian, kìetiga hal yang disìebutkan tìerakhir tidak dapat dipisahkan dari 

pìengìertian lingkungan/lingkungan hidup.24 

Mìenurut Prìof. Dr. Muhammad Akib, lingkungan hidup mìerupakan kìesatuan ruang 

dìengan sìemua bìenda, daya, kìeadaan, dan makhluk hidup, tìermasuk manusia dan 

pìerilakunya, yang mìemìengaruhi kìelangsungan hidup dan kìesìejahtìeraan makhluk 

hidup lainnya. Dalam kìontìeks pìerkìotaan, pìengìelìolaan lingkungan hidup sangat 

dipìengaruhi ìolìeh kìebijakan fiskal dan pìenggunaan sumbìer daya alam, tìermasuk air 

 
22 Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan 

lingkungan yang bertanggung jawab. Jurnal Istek, 9(2). hlm. 247 
23 Abduh, I. M. N. (2018). Ilmu dan rekayasa lingkungan (Vol. 1). SAH MEDIA. hlm. 4 
24 Muhammad, A. (2016). Hukum lingkungan perspektif Global dan Nasional (Edisi Revisi). Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. hlm. 1 
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tanah. Sìebagai pilar utama administrasi lingkungan, kìelìembagaan pìengìelìolaan 

lingkungan mìerupakan faktìor kunci kìebìerhasilan pìengìelìolaan lingkungan. Olìeh 

karìena itu, kìebìeradaan kìelìembagaan pìengìelìolaan lingkungan baik di pusat maupun 

di daìerah mìemiliki pìeran stratìegis dan signifikan dalam mìelakukan pìengìelìolaan 

lingkungan.25  

Urusan pìemìerintahan di bidang lingkungan hidup mìerupakan salah satu urusan 

wajib yang mìengakibatkan dampak lintas batas daìerah, sìehingga pìengìelìolaannya 

wajib dilakukan sìecara bìersama ìolìeh daìerah tìerkait. Pìengìelìolaan sìecara bìersama 

tìersìebut mìengandung makna bahwa daìerah wajib mìelakukan kìerja sama dalam 

pìengìelìolaan lingkungan hidup sìebagai salah satu urusan yang bìerdampak lintas 

batas daìerah. Hanya saja tujuan kìerja sama di bidang lingkungan hidup tìentu tidak 

bìolìeh mìengìedìepankan tujuan ìekìonìomi atau ìefisiìensi pìelayanan publik sìemata, 

tìetapi yang lìebih pìenting adalah tujuan pìerlindungan lingkungan hidup itu sìendiri.26 

2.4.2 Pìengìertian Lingkungan Bìerkìelanjutan 

Dìefinisi dari kata bìerkìelanjutan ialah mìengacu pada kìemampuan untuk 

mìempìertahankan suatu kìeadaan atau prìosìes yang dilakukan sìebìelumnya. Kìonsìep 

bìerkìelanjutan dapat dipìerinci mìenjadi 3 (tiga) aspìek pìemahaman, yaitu 

bìerkìelanjutan ìekìonìomi, bìerkìelanjutan lingkungan dan bìerkìelanjutan sìosial. Dalam 

hal pìenulisan ini bìerkìelanjutan yang dimaksud ialah bìerkìelanjutan lingkungan. 

Dalam dìefinisinya, bìerkìelanjutan lingkungan mìerupakan sistìem yang bìerkìelanjutan 

sìecara lingkungan harus mampu mìemìelihara sumbìerdaya yang stabil, mìenghindari 

ìeksplìoitasi sumbìerdaya alam dan fungsi pìenyìerapan lingkungan. Kìonsìep ini juga 

mìenyangkut pìemìeliharaan kìeanìekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan 

fungsi ìekìosistìem lainnya yang tidak tìermasuk katìegìori sumbìer-sumbìer ìekìonìomi.27 

 

 
25 Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi 

Daerah. Jurnal Media Hukum, 19(2). hlm. 242 
26 Akib, M. (2021). Hukum Lingkungan: Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2, Yogyakarta: Graha 

Ilmu. hlm. 108 
27 Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In Prosiding Seminar 

STIAMI (Vol. 3, No. 1, hlm. 47-48 
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Lingkungan bìerkìelanjutan dapat diartikan sìegala sìesuatu yang bìerada di sìekìeliling 

makhluk hidup yang mìempìengaruhi kìehidupannya dìengan kìondisi yang tìerus 

tìerjaga kìelìestariannya sìecara alami maupun dìengan sìentuhan tangan manusia tanpa 

batasan waktu. Lingkungan bìerkìelanjutan juga dapat diartikan sìebagai bagaimana 

pìemìenuhan kìebutuhan sumbìer daya yang ada untuk gìenìerasi masa kini hingga masa 

dìepan tanpa mìengìorbankan kìesìehatan ìekìosistìem yang mìenyìediakannya. Sìecara 

lìebih spìesifik, lingkungan bìerkìelanjutan disimpulkan sìebagai suatu kìondisi 

kìesìeimbangan, kìetahanan, dan kìetìerkaitan yang mìemungkinkan manusia untuk 

mìemìenuhi kìebutuhannya tanpa mìelìebihi kapasitas ìekìosistìem pìendukungnya dan 

mampu bìerìegìenìerasi untuk tìerus mampu mìemìenuhi kìebutuhan hingga di masa 

dìepan.28  

Pìenulisan ini mìerupakan adaptasi dari Sustainablìe Dìevìelìopmìent Gìoals (SDGs) atau 

Tujuan Pìembangunan Bìerkìelanjutan yang mìerupakan prìogram inisiasi ìolìeh 

Pìersìerikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dalam mìengatasi tantangan 

glìobal. Prìogram ini bìertujuan untuk mìendìorìong pìerubahan bìerdasarkan prinsip hak 

asasi manusia sìerta mìemastikan kìesìetaraan dalam pìembangunan sìosial, ìekìonìomi, 

dan lingkungan. SDGs mìencakup 17 tujuan dìengan 169 targìet untuk agìenda 

kìetìercapaian hingga tahun 2030. SDGs tìerdiri dari 17 tujuan yang mìeliputi bìerbagai 

aspìek pìembangunan antara lain : 

1) Nìo Pìovìerty (Tanpa Kìemiskinan) 

Tujuan pìertama dari 17 pìoin SDGs ini adalah untuk mìengakhiri kìemiskinan 

dalam sìegala bìentuk di sìeluruh dunia. Fìokus dari tujuan ini tìerutama 

mìembìerdayakan individu yang hidup dalam kìondisi rìentan.  

2) Zìerìo Hungìer (Tanpa Kìelaparan) 

Pada tujuan SDGs kìedua adalah untuk mìenghilangkan kìelaparan dan mìencapai 

kìetahanan pangan. Sìelain itu, juga mìenìekankan upaya pìerbaikan gizi, 

pìeningkatan nutrisi, sìerta pìertanian yang bìerkìelanjutan. Kìomitmìen ini dapat 

tìercapai dìengan adanya kìetìersìediaan aksìes atas makan-makanan yang sìehat, 

cukup, dan sìeimbang bagi sìemua ìorang.  

 
28 Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan 

berkelanjutan. Modul, 18(2), hlm. 77 

https://sdgs.un.org/goals
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3) Gìoìod Hìealth and Wìell-bìeing (Kìehidupan Sìehat dan Sìejahtìera)  

Fìokus utama tujuan ini adalah mìeningkatkan kìesìehatan masyarakat dan 

kìesìejahtìeraan sìecara kìesìeluruhan. Upaya itu, mulai dari pìenguatan sistìem 

kìesìehatan, pìenurunan angka kìematian, dan pìengìendalian pìenyìebaran pìenyakit 

mìenular, sìerta pìeningkatan aksìes tìerhadap pìelayanan kìesìehatan tìerjangkau. 

Dìengan dìemikian, mìemastikan kìehidupan sìecara sìehat dan mìendukung 

kìesìejahtìeraan bagi sìemua di sìegala usia. 

4) Quality Educatiìon (Pìendidikan Bìerkualitas)  

Inti dari SDGs pìoin ini untuk mìenyìediakan aksìes pìendidikan yang inklusif, adil, 

dan bìerkualitas bagi sìemua ìorang. Hal ini mìemìerlukan upaya pìeningkatan 

kualitas dan pìenjaminan mutu pìendidikan hingga pìembìerdayaan tìenaga 

pìengajar. Dìengan dìemikian, dapat mìendukung kìesìempatan bìelajar sìepanjang 

hayat bagi sìemua ìorang. 

5) Gìendìer Equality (Kìesìetaraan Gìendìer)  

Kìesìetaraan dan pìembìerdayaan gìendìer juga mìenjadi targìet krusial dalam SDGs 

glìobal. Pìenìekanan pada pìoin ini tidak hanya mìencakup pìenghapusan 

diskriminasi gìendìer, tìetapi juga pìenghapusan kìekìerasan bìerbasis gìendìer, 

mìemastikan aksìes kìe pìendidikan dan pìekìerjaan yang layak, sìerta khususnya 

mìendìorìong partisipasi pìenuh dalam pìengambilan kìeputusan pìolitik, ìekìonìomi, 

dan sìosial yang turut mìelibatkan pìerìempuan dan anak pìerìempuan dalam sìegala 

bidang. 

6) Clìean Watìer and Sanitatiìon (Air Bìersih dan Sanitasi Layak)  

SDGs pìoin ini mìenargìetkan aksìes tìerhadap air bìersih dan sanitasi yang layak. 

Hal ini bìerfìokus pada pìengìelìolaan air bìerkìelanjutan, pìengìendalian pìolusi air, 

dan mìencapai lingkungan yang bìersih dan sìehat.  

7) Affìordablìe and Clìean Enìergy (Enìergi Bìersih dan Tìerjangkau)  

Indikatìor untuk kìetìercapaian ini mìenargìetkan aksìes tìerhadap ìenìergi yang 

tìerjangkau, andal, bìerkìelanjutan, dan mìodìern. Dìengan tujuan mìencakup 

prìomìosi ìenìergi tìerbarukan dan ìefisiìensi ìenìergi.  
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8) Dìecìent Wìork and Ecìonìomic Grìowth (Pìekìerjaan Layak dan Pìertumbuhan 

Ekìonìomi)  

SDGs pìoin dìelapan bìertujuan untuk mìenciptakan pìertumbuhan ìekìonìomi 

inklusif hingga mìemastikan pìekìerjaan yang prìoduktif dan layak bagi sìemua 

ìorang. Pìentingnya pìoin ini juga mìembìerikan kìesìempatan kìerja sìecara adil. 

9) Industry, Innìovatiìon, and Infrastructurìe (Industri, Inìovasi, dan Infrastruktur)  

Hingga tahun 2030, targìet tujuan SDGs kìe-9 ini adalah untuk mìembangun 

infrastruktur yang kìokìoh, mìeningkatkan industrialisasi inklusif dan 

bìerkìelanjutan, sìerta mìendìorìong pìerkìembangan inìovasi. 

10) Rìeducìed Inìequalitiìes (Bìerkurangnya Kìetimpangan)  

Tujuan ini bìerupaya mìengurangi kìesìenjangan di dalam dan antarnìegara dìengan 

prìomìosi inklusivitas. Sìelain itu, fìokus dalam pìembìerdayaan kìelìompìok-

kìelìompìok yang rìentan dan pìengurangan kìetidaksìetaraan dalam pìendapatan. 

11) Sustainablìe Citiìes and Cìommunitiìes (Kìota dan Pìermukiman Bìerkìelanjutan)  

Targìet pada tujuan ini mìenìekankan pìerìencanaan kìota yang baik dan mìenjamin 

aksìes tìerhadap transpìortasi umum. Sìehingga mìenjadikan kìota dan pìemukiman 

manusia yang inklusif, aman, dan bìerkìelanjutan sìembari mìelindungi warisan 

budaya. 

12) Rìespìonsiblìe Cìonsumptiìon and Prìoductiìon (Kìonsumsi dan Prìoduksi yang 

Bìertanggung Jawab)  

Dalam hal mìendìorìong pìola kìonsumsi dan prìoduksi bìerkìelanjutan, tujuan ini 

mìenìekankan pìentingnya ìefisiìensi sumbìer daya, pìengìelìolaan limbah sìecara 

tìepat, dan pìengìembangan prìoduk ramah lingkungan. 

13) Climatìe Actiìon (Pìenanganan Pìerubahan Iklim)  

Untuk mìengatasi pìerubahan iklim dan dampaknya, tujuan ini b ìerupaya 

mìengambil tindakan sìesìegìera mungkin, sìepìerti mìengurangi ìemisi gas rumah 

kaca, mìelakukan adaptasi tìerhadap pìerubahan iklim, dan mitigasi bìencana 

alam.  

14) Lifìe Bìelìow Watìer (Ekìosistìem Lautan)  

Pìenìekanan pada pìerlindungan dan pìemanfaatan bìerkìelanjutan sumbìer daya 

laut, juga mìenjadi salah satu fìokus SDGs. Untuk mìencapai tujuan ini, priìoritas 

ada pada pìelìestarian ìekìosistìem laut, pìemanfaatan sumbìer daya maritim, sampai 
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pada pìengurangan limbah plastik, sìerta pìengìendalian praktik pìerikanan yang 

mìerugikan.  

15) Lifìe ìon Land (Ekìosistìem Daratan)  

Dalam prìogram ini, ìekìosistìem darat juga mìenjadi tujuan tìercapainya SDGs. 

Upaya mìelindungi, mìemulihkan, dan mìeningkatkan pìenggunaan ìekìosistìem 

bumi sìecara bìerkìelanjutan dapat dimulai dìengan tindakan mìengìelìola hutan 

sìecara tìepat, mìenjaga biìodivìersitas, dan kìeanìekaragaman hayati. 

16) Pìeacìe, Justicìe, and Strìong Institutiìons (Pìerdamaian, Kìeadilan, dan 

Kìelìembagaan Tangguh) 

Pada tujuan SDGs kìe-16 ini adalah untuk mìendìorìong masyarakat yang damai, 

mìenyìediakan aksìes tìerhadap kìeadilan untuk sìemua, dan mìembangun lìembaga 

yang ìefìektif, akuntabìel, dan inklusif di sìemua tingkatan. Sìehingga akan 

mìenguatkan sistìem hukum yang adil dan mìembìerantas praktik kìorupsi. 

17) Partnìerships fìor thìe Gìoals (Kìemitraan untuk Mìencapai Tujuan)  

Tìerakhir, dalam pìenyìempurnaan kìe-17, SDGs mìenargìetkan pìenguatan dan 

rìevitalisasi (mìenghidupkan kìembali) kìemitraan glìobal untuk pìembangunan 

bìerkìelanjutan dìengan kìolabìorasi sìemua pihak. Fìokus tujuan mìengarah pada 

pìengìembangan kapasitas, transfìer tìeknìolìogi, dan dukungan kìeuangan untuk 

mìemastikan kìebìerlanjutan.29 

Pajak Air Tanah mìemiliki kìetìerkaitan dìengan SDGs, tìerutama dalam mìendukung 

pìengìelìolaan sumbìer daya air yang bìerkìelanjutan. Dalam hal ini SDGs yang paling 

rìelìevan dìengan lingkungan bìerkìelanjutan dalam pìenìelitian ini ialah SGDs 6, yaitu 

mìenìekankan pada air bìersih dan sanitasi yang layak. Air bìersih dan sanitasi yang 

layak mìerupakan dua aspìek krusial dari Tujuan Pìembangunan Bìerkìelanjutan 

(TPB/SDGs) yang bìertujuan untuk mìenjamin kìetìersìediaan dan pìengìelìolaan air 

yang bìerkìelanjutan sìerta sanitasi yang mìemadai bagi sìeluruh pìopulasi.30 Sìelain itu, 

Pajak Air Tanah juga bìerkìontribusi tìerhadap pìendapatan daìerah yang dapat 

 
29 Unairnews, “Kenali 17 Tujuan SDGs dan Penjelasannya” https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-

sdgs-dan-penjelasannya/ diakses pada 13 Juni 2025  
30 Miftahussurur, M., Fianto, B. A., Zulkarnain, H., Wahyudi, I., Heriqbaldi, U., Cahyani, P., ... & 

Karnanta, K. Y. (2023). Handbook of SDGS Series: Pilar Sosial. Surabaya: SDGs Center Universitas 

Airlangga. 

https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/
https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/
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digunakan untuk prìogram pìengìelìolaan sumbìer daya air dan pìerbaikan infrastruktur 

lingkungan. 

2.4.3 Prinsip Lingkungan Bìerkìelanjutan  

Lingkungan bìerkìelanjutan mìemiliki prinsip-prinsip dalam mìenìekankan kìelìestarian, 

diantaranya : 

1. Mìelindungi sistìem pìenunjang kìehidupan 

2. Mìelindungi dan mìeningkatkan kìeanìekaragaman biìotik 

3. Mìemìelihara atau mìeningkatkan intìegritas ìekìosistìem, sìerta mìengìembangkan dan 

mìenìerapkan ukuran-ukuran rìehabilitasi untuk ìekìosistìem yang sangat rusak 

4. Mìengìembangkan dan mìenìerapkan stratìegi yang prìevìentif dan adaptif untuk 

mìenanggapi ancaman pìerubahan lingkungan glìobal  

Dalam lingkup ìekìolìogis, Hìerman Daly yang mìerupakan salah satu pìerintis awal 

kìebìerlanjutan ìekìolìogis mìengusulkan agar : 

1. Untuk sumbìer daya tìerbarukan, tingkat panìen tidak bìolìeh mìelìebihi tingkat 

rìegìenìerasi (hasil lìestari) 

2. Tingkat pìembangkitan limbah dari prìoyìek tidak bìolìeh mìelìebihi kapasitas 

asimilasi lingkungan (pìembuangan limbah bìerkìelanjutan) 

3. Untuk sumbìer daya tak tìerbarukan, pìenipisan sumbìer daya tak tìerbarukan harus 

mìemìerlukan pìengìembangan pìengganti tìerbarukan yang sìebanding untuk 

sumbìer daya tìersìebut.31 

2.4.4 Prinsip Pìemungutan Pajak Lingkungan 

Grìeìen tax atau dikìenal sìebagai pajak lingkungan atau ìecìo-tax adalah kìebijakan 

pajak fiskal yang ditìerapkan pada kìegiatan masyarakat yang mìenghasilkan ìemisi 

karbìon dan bìerdampak pada lingkungan. Tujuan dari grìeìen tax adalah mìenciptakan 

insìentif fiskal untuk mìengurangi dampak nìegatif tìerhadap lingkungan yang 

dihasilkan ìolìeh aktivitas ìekìonìomi dan industri. Tanpa kìehadiran grìeìen tax, 

pìemìerintah akan sulit mìelaksanakan kìebijakan lingkungan hidup yang ditujukan 

untuk mìencìegah, mìengìendalikan, dan mìenanggulangi pìencìemaran lingkungan 

 
31 Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. op. cit., hlm. 78 
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hidup. Mìenìerapkan grìeìen tax yang ìefìektif mìemìerlukan kìolabìorasi antara 

pìemìerintah, bisnis, dan masyarakat. Transparansi dalam al ìokasi pajak dan 

kìomunikasi yang jìelas tìentang manfaat lingkungan yang dimaksud sangat pìenting 

untuk mìendapatkan dukungan publik.32 

Pajak lingkungan mìenganut 3 prinsip umum dalam pìemungutannya. Pajak 

lingkungan bìerbasis suatu unit fisik yang tìerbukti mìemiliki dampak nìegatif kìepada 

lingkungan. Dalam pajak lingkungan tìerdapat ìempat katìegìori, yaitu, pajak ìenìergi, 

pajak transpìortasi, pajak atas pìolusi, dan pajak atas sumbìer daya. Dilakukannya 

pìemungutan pajak turut mìengikuti tiga prinsip umum, yaitu : 

1. Prinsip Pìencìemar Mìembayar (Pìollutìers Pay Principlìe) 

Pihak yang mìenimbulkan pìencìemaran wajib bìertanggung jawab tìerhadap biaya 

yang harus dikìeluarkan dalam mìempìerbaiki lingkungan. 

2. Prinsip Pìencìegahan (Thìe Prìevìentiìon Principlìe) 

Untuk sìetiap nìegara wajib mìengìetahui jìenis kìegiatan yang mìenghasilkan pìolusi 

dan mìengakibatkan kìerusakan lingkungan. 

3. Prinsip Kìehati-hatian (Thìe Prìecautiìonary Principlìe) 

Pìenanggulangan wajib dilakukan tìerhadap kìerusakan lingkungan yang 

dialami.33 

 
32 DJP, “Green Tax: Mengubah Perilaku Menuju Ekonomi Berkelanjutan” 

https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/green-tax-mengubah-perilaku-menuju-ekonomi-

berkelanjutan diakses pada 17 Oktober 2025 
33 PajakOnline, “Prinsip Pajak Lingkungan di Indonesia” https://www.pajakonline.com/prinsip-

pajak-lingkungan-di-indonesia/ diakses pada 17 Oktober 2025 

https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/green-tax-mengubah-perilaku-menuju-ekonomi-berkelanjutan
https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/green-tax-mengubah-perilaku-menuju-ekonomi-berkelanjutan
https://www.pajakonline.com/prinsip-pajak-lingkungan-di-indonesia/
https://www.pajakonline.com/prinsip-pajak-lingkungan-di-indonesia/


 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pìendìekatan Masalah 

Mìetìodìe pìenìelitian hukum adalah ilmu cara mìelakukan pìenìelitian hukum sìecara 

sistìematis.34 Pìendìekatan masalah yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah 

dìengan yuridis ìempiris, yang dilakukan dìengan cara mìenìelaah pìeraturan 

pìerundang-undangan sìerta mìenìeliti sìecara langsung kìe lapangan guna mìelihat 

sìecara langsung bagaimana pìenìerapan dari pìeraturan pìerundang-undangan tìersìebut, 

dan mìelakukan wawancara untuk mìempìerìolìeh pìenjìelasan atau pìemahaman 

tìerhadap pìermasalahan yang akan dibahas dalam pìenìelitian ini. 

3.2 Sumbìer Data 

Dalam pìenìelitian ini digunakan dua sumbìer data, yaitu data primìer dan data 

sìekundìer yang didìefinisikan sìebagai bìerikut : 

1. Data Primìer 

Sumbìer data yang dipìerìolìeh dari hasil pìenìelitian yang dikaji dan ditìeliti ialah 

dìengan cara mìengumpulkan sìecara langsung kìetìerangan dari para pihak yang 

tìerkait, sìehubungan dìengan pìenìelitian ini yaitu pihak dari Badan Pìengìelìola Pajak 

dan Rìetribusi Daìerah (BPPDRD) Kìota Bìekasi yang mìerupakan tugas dari Badan 

Pìendapatan Daìerah (BAPENDA) Kìota Bìekasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kìota Bìekasi, dan Wajib Pajak PAT tìerkait pìenggunaan dalam pìemanfaatan air tanah 

untuk usaha. Alasan dari dipilihnya tìempat tìersìebut ialah karìena Pajak Air Tanah 

yang mìerupakan Pajak Daìerah yang dipungut ìolìeh BAPENDA Kìota Bìekasi dan 

 
34 Abdulkadir Muhammad, (2024), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

hlm. 57 



32 

 

pìengawasan tìerkait dìengan pìengìendalian pìemanfaatan air tanah sìerta DLH yang 

mìemiliki kìewìenangan dalam pìengìelìolaan, pìenanggulangan dan pìemulihan 

kìerusakan lingkungan, tìermasuk pìengawasan tìerhadap dampak dari ìeksplìoitasi air 

tanah. 

2. Data Sìekundìer 

Dalam pìenìelitian ini digunakan data sìekundìer antara lain : 

a. Bahan Hukum Primìer 

Bahan hukum primìer yaitu data yang diambil dari sumbìer yang bìerupa pìeraturan 

pìerundang-undangan yang bìersifat mìengikat yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian 

ini. Adapun bahan hukum primìer yang digunakan dalam pìenìelitian ini tìerdiri 

dari : 

1) Undang-Undang Dasar Rìepublik Indìonìesia 1945; 

2) Undang-Undang Nìomìor 32 Tahun 2009 tìentang Pìerlindungan dan 

Pìengìelìolaan Lingkungan Hidup; 

3) Undang-Undang Nìomìor 23 Tahun 2014 tìentang Pìemìerintah Daìerah; 

4) Undang-Undang Nìomìor 1 Tahun 2022 tìentang Hubungan Kìeuangan antara 

Pìemìerintah Pusat dan Pìemìerintah Daìerah (UU HKPD); 

5) Pìeraturan Pìemìerintah Nìomìor 22 Tahun 2021 tìentang Pìenyìelìenggaraan 

Pìerlindungan dan Pìengìelìolaan Lingkungan Hidup; 

6) Pìeraturan Pìemìerintah Nìomìor 35 Tahun 2023 tìentang Kìetìentuan Umum 

Pajak Daìerah dan Rìetribusi Daìerah (PP PDRD); 

7) Pìeraturan Mìentìeri Lingkungan Hidup Dan Kìehutanan Nìomìor 5 Tahun 2021 

tìentang Tata Cara Pìenìerbitan Pìersìetujuan Tìeknis Dan Surat Kìelayakan 

Opìerasiìonal Bidang Pìengìendalian Pìencìemaran Lingkungan; 

8) Pìeraturan Mìentìeri Pìekìerjaan Umum dan Pìerumahan Rakyat (PUPR) Nìomìor 

5 Tahun 2024 tìentang Bìesaran, Pìersyaratan, dan Tata Cara Pìengìenaan Tarif 

Pìenìerimaan Nìegara Bukan Pajak Sampai Dìengan Rp0,00 (Nìol Rupiah) atau 

0% (Nìol Pìersìen) atas Jìenis Pìenìerimaan Nìegara Bukan Pajak yang Bìerlaku 

pada Kìemìentìerian Pìekìerjaan Umum dan Pìerumahan Rakyat; 

9) Pìeraturan Mìentìeri Enìergi dan Sumbìer Daya Minìeral (ESDM) Nìomìor 5 

Tahun 2024 tìentang Pìedìoman Pìenìetapan Nilai Pìerìolìehan Air Tanah; 
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10) Pìeraturan Mìentìeri Lingkungan Hidup dan Kìehutanan Nìomìor 14 Tahun 

2024 tìentang Pìenyìelìenggaraan Pìengawasan dan Sanksi Administratif 

Bidang Lingkungan Hidup; 

11) Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 4 Tahun 2011 tìentang Pajak Air 

Tanah; 

12) Pìeraturan Daìerah Kìota Bìekasi Nìomìor 1 Tahun 2024 tìentang Pajak Daìerah 

dan Rìetribusi Daìerah; 

13) Pìeraturan Walikìota Bìekasi Nìomìor 48 Tahun 2024 tìentang Pìengìelìolaan 

Pajak Air Tanah; 

14) Pìeraturan Bupati Kabupatìen Bìekasi Nìomìor 35 Tahun 2019 tìentang Tata 

Cara Pìenghitungan Nilai Pìerìolìehan Air Sìebagai Dasar Pìenìetapan Pajak Air 

Tanah. 

b. Bahan Hukum Sìekundìer 

Dalam pìenìelitian ini bahan hukum sìekundìer yang digunakan dipìerìolìeh dari 

studi kìepustakaan yang tìerdiri dari litìeratur-litìeratur ilmiah, buku-buku, sìerta 

lapìoran tahunan pìemìerintah untuk mìempìelajari isi dari pìokìok pìermasalahan 

yang dibahas. 

c. Bahan Hukum Tìersiìer 

Dalam dìefinisinya, bahan hukum tìersiìer mìerupakan bahan hukum yang 

mìembìerikan pìetunjuk ataupun pìemahaman tìerhadap bahan hukum primìer 

maupun sìekundìer. Cìontìohnya antara lain; Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia 

(KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklìopìedia. 

3.3 Mìetìodìe Pìengumpulan Data 

Untuk mìempìerìolìeh data yang bìenar dan akurat dalam pìenìelitian ini mìetìodìe dalam 

pìengumpulan data akan dilakukan dìengan cara sìebagai bìerikut : 

1. Studi Kìepustakaan 

Studi kìepustakaan dilakukan dìengan cara mìembaca, mìemahami, mìengkaji, dan 

mìenguntip data dari bìebìerapa litìeratur, pìeraturan, dan dìokumìen yang bìerkaitan 

dìengan masalah yang akan dibahas dalam pìenìelitian ini.  
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2. Studi Lapangan 

Data yang dipìerìolìeh dari studi kìepustakaan dipìerjìelas dìengan data hasil studi 

lapangan.35 Studi lapangan dalam dìefinisinya mìerupakan mìetìodìe untuk 

mìengumpulkan data dìengan mìelakukan pìenìelitian langsung di lìokasi atau ìobjìek 

yang akan ditìeliti, yaitu Badan Pìendapatan Daìerah (Bapìenda) Kìota Bìekasi dan 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kìota Bìekasi. Dìengan tujuan untuk mìempìerìolìeh 

data primìer yang mìenyìeluruh dan valid mìelalui wawancara. Wawancara dilakukan 

sìecara langsung, tìerarah, dan mìenyìeluruh sìesuai dìengan pìokìok pìermasalahan yang 

ditìeliti guna mìempìerìolìeh hasil bìerupa data dan infìormasi yang lìengkap tìerkait 

dìengan pìemungutan Pajak Air Tanah dan dampaknya tìerhadap kìebìerlanjutan 

lingkungan wilayah pìerkìotaan di Kìota Bìekasi. 

3.4 Mìetìodìe Pìengìolahan Data 

Sìetìelah sìemua data dikumpulkan, baik data prim ìer maupun data sìekundìer, 

pìengìolahan data dapat dilakukan dìengan tahap-tahap sìebagai bìerikut : 

1. Idìentifikasi data, yaitu dìengan mìencari dan mìenìetapkan data yang bìerhubungan 

tìerkait pìemungutan Pajak Air Tanah dan dampaknya tìerhadap kìebìerlanjutan 

lingkungan wilayah pìerkìotaan di Kìota Bìekasi. 

2. Editing, yaitu prìosìes untuk mìemìeriksa data yang dipìerìolìeh untuk mìenìentukan 

apakah data yang dipìerìolìeh sudah rìelìevan atau sìesuai dìengan pìokìok masalah 

dalam pìenìelitian ini. Sìemua data yang dipìerìolìeh kìemudian jika ada data yang 

salah, dilakukan pìerbaikan kìembali dan jika datanya kurang lìengkap dilakukan 

pìenambahan. 

3. Klasifikasi data, yaitu mìenyusun data yang dipìerìolìeh mìenurut kritìeria yang 

tìelah ditìetapkan sìesuai dìengan pìokìok bahasan. 

4. Pìenyusunan data, yaitu data yang tìelah diklasifikasi kìemudian disusun dan 

ditìetapkan pada sìetiap pìokìok bahasan sìecara sistìematis sìehingga mìemudahkan 

untuk dianalisis lìebih lanjut. 

 

 
35 Zainuddin Ali, (2021), Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 111 
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3.5 Analisis Data 

Data yang tìelah disusun sìelanjutnya dianalisis dìengan mìenggunakan cara analisis 

dìeskriptif kualitatif yang artinya hasil dari pìenìelitian yang dipìerìolìeh kìemudian 

didìeskripsikan dalam bìentuk pìenjìelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami 

untuk ditarik kìesimpulan mìengìenai pìemungutan Pajak Air Tanah dan dampaknya 

tìerhadap kìebìerlanjutan lingkungan wilayah pìerkìotaan di Kìota Bìekasi. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pajak Air Tanah dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah 

oleh pihak-pihak tertentu, terutama untuk kepentingan industri dan komersial, 

sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya air 

bawah tanah dan sebagai alat untuk mendukung kelestarian lingkungan yang 

berkelanjutan. Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi dilaksanakan 

berdasarkan sistem official assessment system, sehingga yang menentukan dan 

menetapkan jumlah besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak PAT 

ialah pihak BAPENDA Kota Bekasi. Penetapan tarif Pajak Air Tanah (PAT) di 

Kota Bekasi sebesar 20% merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah menjadi dasar 

hukum utama yang digunakan dalam pelaksanaan Pajak Air Tanah dalam 

menetapkan Nilai Perolehan Air, karena dasar dari pengenaan Pajak Air Tanah 

adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Kemudian, di Kota Bekasi dasar 

hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Bekasi dalam memungut Pajak Air Tanah ialah Peraturan Daerah Kota Bekasi 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan 

Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Air Tanah. 
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Pemungutan Pajak Air Tanah (PAT) di Kota Bekasi dilakukan dengan 

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 

2024 telah sesuai, baik dari aspek tarif, objek pajak, maupun mekanisme 

perhitungan. Kemudian dilakukan juga dengan melakukan koordinasi dengan 

pihak provinsi terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air. PAT tetap 

diperhitungkan dan memiliki peran dalam menyumbang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Bekasi meskipun kontribusinya tidak besar. 

2. Dalam kaitannya dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya 

pembangunan serta aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa 

menyebabkan penggunaan air tanah di Kota Bekasi semakin meningkat dan 

berdampak pada terjadinya penurunan muka tanah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 86 ayat (1), Pajak Air Tanah (PAT) 

yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya diatur untuk 

dialokasikan kembali guna upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sesuai 

dengan prinsip pencemar pembayar (polluter pays principle), yang dimana 

pihak yang memanfaatkan atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan wajib membayar biaya atas penggunaan atau kerusakan yang 

ditimbulkan. Pemanfaatan air tanah melalui pengambilan air tanah yang 

berlebihan dan tidak terkontrol akan mengakibatkan berbagai dampak yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan seperti intrusi air 

laut, pencemaran akifer, dan penurunan muka tanah (land subsidence). Hasil 

penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) digunakan untuk mendanai kegiatan spesifik 

yang diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagian 

penerimaan PAT seharusnya dialokasikan untuk pemulihan lingkungan, namun 

dalam implementasinya belum terdapat program khusus yang didanai dari pajak 

tersebut, sehingga PAT dinilai belum efektif dalam mengendalikan eksploitasi 

air tanah, salah satunya karena tarif Pajak Air Tanah (PAT) masih relatif lebih 

murah dibandingkan tarif air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Kondisi 

ini menyebabkan pelaku usaha lebih cenderung menggunakan air tanah sebagai 

sumber air utama, karena beban biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan evaluasi terhadap 

besaran tarif Pajak Air Tanah (PAT) agar lebih mencerminkan prinsip polluter 

pays principle serta mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan. 

Penyesuaian tarif yang lebih proporsional dibandingkan dengan tarif air PDAM 

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap 

penggunaan air tanah. Terkait dengan penegakan sanksi administratif harus 

dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kepatuhan. Kemudian 

Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara 

berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya 

konservasi air tanah, dampak penurunan muka tanah, serta kewajiban 

pengelolaan lingkungan. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran dalam 

menjaga keberlanjutan sumber daya air. Selain itu, dana yang diperoleh dari PAT 

sebaiknya lebih diarahkan secara nyata pada program konservasi dan 

rehabilitasi lingkungan, sehingga fungsi PAT sebagai instrumen fiskal sekaligus 

instrumen pengendalian lingkungan dapat berjalan lebih optimal.  

2. Kepada Wajib Pajak/Pengusaha, diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada 

air tanah, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi. Penggunaan air 

tanah secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan 

berpotensi menimbulkan penurunan tanah (land subsidence). Maka dari itu, 

sebaiknya masyarakat mulai beralih menggunakan air PDAM apabila tersedia. 
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